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ABSTRAK 

Setiap anak yang lahir ke dunia merupakan tanggung jawab dari orang tua 

kandungnya untuk memenuhi kebutuhan anak. Namun adakalanya anak 

kehilangan peran orangtua baik karena alasan kematian, penelantaran maupun 

kekuasaan orang tua yang dicabut. Seorang anak yang belum dewasa dan tidak 

dalam penguasaan orang tua membutuhkan seorang wali untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya. Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia perwalian dapat di lakukan 

oleh seseorang atau badan hukum atau yayasan. 

 Badan hukum yang dimaksut salah satunya adalah Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak ( LKSA ). Kewenangan suatu badan hukum dapat diangakat menjadi 

wali adalah melalui penetapan pengadilan. Namun dalam praktiknya banyak 

badan hukum yang melaksanakan perwaliannya tidak berdasarkan penetapan 

pengadilan. Sehingga kemudian penulis mengambil permasalahan dalam skripsi 

ini adalah mengenai pelaksanaan perwalian yang dilakukan oleh Panti Asuhan 

Aisyiyah Semarang dan tanggung jawab hukum suatu lembaga kesejahteraan 

sosial anak yang melaksanakan perwalian tanpa adanya penetapan pengadilan. 

       Tekhnik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Untuk menunjang penulisan skripsi ini penulis melakukan wawancara di 

Panti Asuhan Aisyiyah Semarang sebagai data primer. Selain itu penulis juga 

mengumpulkan berupa data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Kemudian 

dianalisa secara deksriptif kualitatif , hingga dapat ditarik kesimpulan. 

       Dari hasil penelitian penulis didapatkan bahwa pelaksanaan perwalian yang 

dilakukan oleh Panti Asuhan Aisyiyah semarang tidak berdasarkan penetapan 

pengadilan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagai wali.Mengenai tanggung 

jawab hukumnya maka LKSA ini hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga 

sosial yang membantu dalam memenuhi kebutuhan anak.Saran dari kesimpulan 

diatas sebaiknya pelaksanaan perwalian oleh badan hukum lebih dapat 

dipermudah sehingga lebih banyak badan hukum yang mau mendaftarkan 

perwaliannya serta lebih banyak perhatian pemerintah mengenai pelaksanaan 

perwalian ini. 
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